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Abstrak: Poverty alleviation is one of the main challenges faced by many local governments, including
Bojonegoro Regency. Bojonegoro has rich local potential, especially in the agriculture, livestock, and natural
resources sectors such as oil and gas. This study aims to analyze poverty alleviation programs based on
optimizing local potential in Bojonegoro. Through a descriptive qualitative approach, data was collected
from various sources, including policy documents, interviews with local stakeholders, and field observations.
The results show that community-based economic development by utilizing local resources has a significant
impact in reducing poverty. However, there are still a number of challenges, such as low access to capital,
education, and technology that limit the community's ability to optimize existing potential. The main
recommendation of this study is the need for synergy between the government, private sector, and
communities in creating more inclusive and sustainable programs, with a focus on increasing local capacity
and access to markets. Thus, poverty alleviation in Bojonegoro can be more effective and equitable, in line
with the vision of sustainable regional development.
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Abstract: Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak
pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro memiliki potensi lokal yang kaya, terutama
dalam sektor pertanian, peternakan, dan sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis program pengentasan kemiskinan yang berbasis pada optimalisasi potensi lokal
di Bojonegoro. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk
dokumen kebijakan, wawancara dengan pemangku kepentingan lokal, dan observasi lapangan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi berbasis komunitas dengan memanfaatkan sumber
daya lokal memiliki dampak signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan. Namun, masih terdapat
sejumlah tantangan, seperti rendahnya akses terhadap modal, pendidikan, dan teknologi yang membatasi
kemampuan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi yang ada. Rekomendasi utama dari penelitian ini
adalah perlunya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan program yang
lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kapasitas lokal dan akses terhadap pasar.
Dengan demikian, pengentasan kemiskinan di Bojonegoro dapat berjalan lebih efektif dan merata, sejalan
dengan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengentasan Kemiskinan; Potensi Lokal, Bojonegoro, Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi
Lokal.

PENDAHULUAN

Penyelesaian masalah kemiskinan menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi
oleh pemerintah di berbagai negara, khususnya negara berkembang. Secara global, upaya
untuk mengurangi kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan
berkelanjutan, sebagaimana dinyatakan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, tantangan dalam
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pengentasan kemiskinan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan yang seragam, karena
setiap wilayah memiliki kondisi ekonomi, sosial, dan budaya yang unik. Oleh karena itu,
pendekatan berbasis potensi lokal dianggap lebih relevan dan efektif untuk mengatasi
permasalahan kemiskinan di berbagai daerah [1].

Kabupaten Bojonegoro, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, merupakan
salah satu daerah yang memiliki tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan. Meski
dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia, Bojonegoro
masih menghadapi tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, terutama di kalangan masyarakat
pedesaan yang tidak terpapar langsung dengan manfaat ekonomi dari industri migas [2]. Di
tengah kondisi ini, pemerintah daerah Bojonegoro telah meluncurkan berbagai program
pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal, yang memanfaatkan sumber daya alam dan
budaya lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu pendekatan yang digunakan oleh pemerintah Bojonegoro adalah melalui
pemanfaatan Dana Abadi Migas atau Petroleum Fund, yang disalurkan untuk program-
program pembangunan jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Pemanfaatan dana ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dalam jangka
pendek, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi setelah
sumber daya minyak bumi menipis. Pengalaman negara-negara penghasil sumber daya
alam, seperti Norwegia, telah menunjukkan bahwa penggunaan pendapatan migas yang
bijaksana melalui dana abadi dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi
pengentasan kemiskinan [3].

Selain itu, sektor pertanian di Bojonegoro juga menjadi fokus utama dalam upaya
pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal. Mayoritas penduduk Bojonegoro
menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, terutama pada komoditas padi, jagung,
dan tebu. Pemerintah daerah telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan
produktivitas pertanian melalui modernisasi teknologi, pelatihan petani, serta dukungan
permodalan. Strategi ini sejalan dengan temuan di berbagai negara yang menunjukkan
bahwa peningkatan produktivitas pertanian dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan
di daerah pedesaan.

Tidak hanya dalam sektor pertanian, pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal
juga menjadi salah satu strategi penting yang diterapkan oleh pemerintah Bojonegoro.
Destinasi wisata seperti Hutan Jati dan Waduk Pacal telah dikembangkan sebagai atraksi
wisata yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat melalui usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM). Pengembangan pariwisata berbasis komunitas diharapkan
dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong partisipasi ekonomi masyarakat
lokal, terutama di sektor informal.

Pendekatan pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal ini sejalan dengan konsep
community-based development, yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam
proses perencanaan dan implementasi program pembangunan. Dalam kerangka ini,
masyarakat tidak hanya dipandang sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor
utama dalam pembangunan. Penelitian yang dilakukan oleh Mansuri dan Rao tahun 2013
menunjukkan bahwa program pembangunan berbasis komunitas cenderung lebih
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berkelanjutan dan efektif dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan dengan program
top-down yang sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan lokal [4][5].

Namun, meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal
telah diluncurkan, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya tidak dapat
diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antar-lembaga dan
keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal untuk mengelola program-
program tersebut. Hal ini sering kali mengakibatkan inefisiensi dalam alokasi sumber daya
dan kurangnya dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Selain itu,
keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap layanan keuangan formal juga menjadi
hambatan dalam pengembangan usaha ekonomi yang mandiri.

Dalam konteks Bojonegoro, keberhasilan program pengentasan kemiskinan berbasis
potensi lokal juga sangat bergantung pada bagaimana pendapatan dari industri migas
dikelola secara adil dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Studi tentang
resource curse atau "kutukan sumber daya alam™ menunjukkan bahwa negara atau daerah
yang kaya akan sumber daya alam sering kali mengalami stagnasi ekonomi atau bahkan
peningkatan kemiskinan jika pendapatan dari sumber daya tersebut tidak dikelola dengan
baik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan Dana Abadi
Migas di Bojonegoro benar-benar mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan [6].

Selain pengelolaan sumber daya alam, aspek sosial budaya juga memainkan peran
penting dalam keberhasilan program pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal.
Budaya gotong royong yang kuat di masyarakat Bojonegoro, misalnya, dapat menjadi
modal sosial yang mendukung pelaksanaan program-program berbasis komunitas. Namun,
di sisi lain, terdapat juga potensi hambatan dari segi budaya patriarki yang masih kuat, yang
dapat membatasi partisipasi perempuan dalam program-program pengentasan kemiskinan,
terutama di sektor ekonomi.

Dalam hal ini, pendekatan gender-responsive dalam program pengentasan
kemiskinan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa program-program tersebut
tidak hanya mengurangi kemiskinan secara umum, tetapi juga mengatasi ketidaksetaraan
gender yang ada di masyarakat. Studi oleh Chant tahun 2010 menunjukkan bahwa
kemiskinan sering kali berdampak lebih besar pada perempuan, terutama perempuan
kepala keluarga, sehingga program-program pengentasan kemiskinan perlu dirancang
dengan memperhatikan kebutuhan dan peran gender [7].

Secara keseluruhan, program pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal di
Kabupaten Bojonegoro menawarkan pendekatan yang holistik dan relevan dengan konteks
lokal. Namun, agar program-program ini benar-benar efektif dan berkelanjutan, perlu
adanya peningkatan dalam koordinasi, pengelolaan sumber daya, serta perhatian yang lebih
besar terhadap dimensi sosial dan gender. Keberhasilan program ini tidak hanya akan
berdampak pada pengurangan kemiskinan di Bojonegoro, tetapi juga dapat menjadi model
bagi daerah lain yang memiliki potensi lokal yang besar namun masih menghadapi
tantangan dalam pengentasan kemiskinan.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk
mendalami pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Potensi Lokal di
Kabupaten Bojonegoro. Studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam
terkait implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di wilayah dengan karakteristik
spesifik. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dan
observasi partisipatif. Wawancara dilakukan terhadap pemangku kepentingan utama,
termasuk pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta penerima manfaat program.
Selain itu, dokumen-dokumen terkait kebijakan pemerintah setempat, laporan
implementasi program, dan data statistik daerah juga dianalisis untuk memahami konteks
lokal yang mendasari program ini.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis tematik, di mana
data dari wawancara dan observasi diorganisasikan ke dalam tema-tema utama yang
relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti mengidentifikasi pola-pola, hubungan antar
variabel, serta faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam
pelaksanaan program. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, dengan
membandingkan hasil wawancara, observasi, dan data dokumen untuk memastikan
keakuratan temuan.

PEMBAHASAN
Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Potensi Lokal di
Kabupaten Bojonegoro

Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal di Kabupaten
Bojonegoro dimulai dengan identifikasi sumber daya lokal yang dapat digunakan sebagai
dasar program. Salah satu program andalan adalah pemanfaatan Dana Abadi Migas
(Petroleum Fund) yang dihasilkan dari industri minyak bumi setempat. Program ini
dirancang untuk mendukung pembangunan jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan,
dan infrastruktur di daerah pedesaan yang terkena dampak kemiskinan. Berdasarkan hasil
wawancara dengan pemangku kepentingan lokal, penggunaan Dana Abadi Migas menjadi
salah satu strategi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan karena memungkinkan
distribusi manfaat secara merata ke masyarakat lokal.

Namun, meskipun implementasi Dana Abadi Migas telah berlangsung selama
beberapa tahun, masih terdapat tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas
distribusi dana tersebut. Beberapa informan menyatakan bahwa masyarakat sering kali
tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai alokasi dana, dan ini menyebabkan
kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Kondisi ini sejalan dengan temuan
Olken pada tahun 2007, yang menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana
publik sangat penting untuk memastikan efektivitas program pembangunan. Oleh karena
itu, penguatan mekanisme pengawasan masyarakat dalam pengelolaan Dana Abadi Migas
sangat penting untuk meningkatkan dampak program [8].

Selain Dana Abadi Migas, sektor pertanian di Bojonegoro juga menjadi fokus
utama dalam program pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah telah meluncurkan
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program modernisasi pertanian yang melibatkan penggunaan teknologi baru untuk
meningkatkan produktivitas. Petani dilatih untuk mengadopsi metode pertanian
berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan hasil panen tetapi juga menjaga
keseimbangan ekosistem. Studi oleh Rachmawati tahun 2020 menunjukkan bahwa
modernisasi pertanian merupakan salah satu strategi efektif untuk mengurangi kemiskinan
di wilayah pedesaan [9]. Namun, di Bojonegoro, implementasi program ini masih
menghadapi tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap teknologi bagi petani kecil dan
terbatasnya modal untuk berinvestasi dalam peralatan pertanian yang lebih canggih.
Faktor Pendukung Implementasi Program;

a) Ketersediaan Sumber Daya Alam Potensi minyak bumi di Bojonegoro

menyediakan fondasi bagi pengembangan ekonomi lokal. Salah satu aspek yang
paling signifikan adalah penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak untuk
mendanai program-program pengentasan kemiskinan. Penelitian sebelumnya
menunjukkan bahwa adanya sumber daya alam yang melimpah dapat mempercepat
proses pengentasan kemiskinan melalui investasi di bidang infrastruktur dan
pendidikan [10].
Di Bojonegoro, DBH minyak dialokasikan untuk membiayai pembangunan
infrastruktur desa, seperti jalan dan fasilitas umum, yang mendukung peningkatan
aksesibilitas ekonomi bagi masyarakat lokal. Selain itu, sebagian dana ini juga
digunakan untuk program pendidikan, terutama bagi keluarga miskin, dengan
harapan bahwa peningkatan keterampilan dan pendidikan dapat menjadi motor bagi
pengurangan kemiskinan dalam jangka panjang.

b) Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal. Sebagai salah satu strategi
pengentasan kemiskinan, pengembangan kewirausahaan berbasis potensi lokal
telah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Program ini dirancang
untuk memanfaatkan sumber daya lokal, seperti produk pertanian, kerajinan tangan,
dan industri kreatif, yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa kewirausahaan lokal memiliki
korelasi positif dengan pengentasan kemiskinan, terutama ketika didukung oleh
akses ke modal dan pelatihan kewirausahaan. Di Bojonegoro, pemerintah
berkolaborasi dengan lembaga keuangan mikro untuk menyediakan akses modal
bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), serta menyelenggarakan pelatihan
untuk meningkatkan kemampuan bisnis. Dampak dari inisiatif ini terlihat pada
peningkatan jumlah UKM di desa-desa dan peningkatan pendapatan keluarga [11].

c) Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan dan Implementasi Program.
Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program
pengentasan kemiskinan juga menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan.
Pendekatan partisipatoris memastikan bahwa program-program yang dijalankan
sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di masyarakat. Model ini telah
diadopsi di berbagai negara berkembang dengan hasil yang positif.

d) Di Bojonegoro, program seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
(Musrenbangdes) menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi
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dan kebutuhan mereka. Dengan keterlibatan masyarakat secara langsung, program-
program yang dihasilkan lebih relevan dan memiliki tingkat keberlanjutan yang
lebih tinggi.

Dampak Ekonomi dan Sosial dari Program Pengentasan Kemiskinan

Salah satu tujuan utama dari program pengentasan kemiskinan berbasis potensi
lokal di Bojonegoro adalah untuk menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan
bagi masyarakat. Berdasarkan data lapangan, dampak ekonomi paling terlihat adalah
peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor pertanian dan pariwisata lokal. Melalui
program modernisasi pertanian, petani melaporkan adanya peningkatan hasil panen hingga
20% dalam beberapa musim tanam terakhir. Hal ini sejalan dengan temuan World Bank
tahun 2019, yang menunjukkan bahwa intervensi di sektor pertanian dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat pedesaan dan mengurangi kemiskinan.

Di sisi lain, pengembangan sektor pariwisata berbasis potensi lokal juga telah
memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan
kerja baru di sektor informal, seperti pemandu wisata, pedagang, dan pengelola homestay.
Pariwisata berbasis komunitas, seperti yang dikembangkan di kawasan Hutan Jati dan
Waduk Pacal, tidak hanya menarik wisatawan domestik tetapi juga memberikan
pendapatan tambahan bagi masyarakat lokal yang terlibat langsung dalam pengelolaan
destinasi wisata tersebut. Studi Ashley pada tahun 2001 menyatakan bahwa pariwisata
berbasis komunitas dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi
ekonomi masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses ke
pasar formal [12].

Namun, selain dampak positif, program ini juga menghadapi tantangan sosial yang
perlu diatasi. Salah satu isu yang mencuat adalah ketidaksetaraan gender dalam partisipasi
ekonomi. Meskipun ada peningkatan pendapatan secara keseluruhan, partisipasi
perempuan dalam sektor pertanian dan pariwisata masih sangat terbatas. Banyak
perempuan di Bojonegoro yang bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan
memiliki akses terbatas ke pelatihan dan modal usaha. Menurut Chant , kemiskinan sering
kali berdampak lebih besar pada perempuan, terutama perempuan kepala keluarga,
sehingga perlu adanya kebijakan yang lebih responsif terhadap gender dalam program
pengentasan kemiskinan. Tanpa adanya perhatian khusus pada partisipasi perempuan,
program pengentasan kemiskinan berpotensi memperkuat ketidaksetaraan gender yang ada
di masyarakat [13].

Tantangan dan Strategi untuk Keberlanjutan Program Pengentasan Kemiskinan
Berbasis Potensi Lokal

Meskipun program pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal di Kabupaten
Bojonegoro telah memberikan dampak positif, terdapat sejumlah tantangan yang
menghambat keberlanjutan program ini. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya
koordinasi antar-lembaga yang terlibat dalam implementasi program. Berdasarkan hasil
wawancara dengan pejabat pemerintah daerah, sering kali terjadi tumpang tindih kebijakan
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antara dinas yang mengelola pertanian, pariwisata, dan Dana Abadi Migas, yang
menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Hal ini sesuai dengan temuan
Mansuri dan Rao pada tahun 2013, yang menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antar-
lembaga dapat mengurangi efektivitas program pembangunan berbasis komunitas [14].

Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal menjadi
tantangan signifikan dalam pelaksanaan program. Banyak petugas lapangan dan pejabat
pemerintah daerah yang masih kurang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-
prinsip pengelolaan program pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal. Akibatnya,
implementasi program sering kali tidak berjalan sesuai rencana, dan manfaat program tidak
dirasakan secara merata oleh masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan
kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan manajerial bagi petugas
lapangan dan pejabat terkait. Studi oleh Andrews pada tahun 2017 menunjukkan bahwa
pembangunan kapasitas institusional yang kuat adalah kunci untuk meningkatkan
keberhasilan program pembangunan di tingkat lokal [15].

Strategi keberlanjutan juga harus mencakup peningkatan partisipasi masyarakat
dalam perencanaan dan pengawasan program. Saat ini, partisipasi masyarakat dalam
pengawasan penggunaan Dana Abadi Migas masih sangat terbatas, sehingga sering terjadi
ketidakjelasan dalam alokasi dana. Untuk meningkatkan akuntabilitas, perlu dikembangkan
mekanisme partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan
keputusan dan evaluasi program. Menurut temuan Olken pada tahun 2007, partisipasi
masyarakat dalam pengawasan program pembangunan dapat meningkatkan transparansi
dan memastikan bahwa sumber daya digunakan sesuai dengan kebutuhan lokal [16].

Tantangan dalam Implementasi Program;

a) Ketergantungan terhadap Sumber Daya Alam. Salah satu tantangan terbesar dalam

implementasi program berbasis potensi lokal adalah ketergantungan yang
berlebihan terhadap sektor minyak. Penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan
pada sumber daya alam yang tidak terbarukan dapat menciptakan fenomena yang
disebut "kutukan sumber daya,” di mana daerah dengan kekayaan sumber daya
alam justru mengalami stagnasi ekonomi dan kesenjangan sosial.
Di Bojonegoro, meskipun DBH minyak telah memberikan kontribusi signifikan
terhadap pengentasan kemiskinan, ketergantungan ini juga menghadirkan risiko
ketika harga minyak anjlok atau ketika cadangan minyak habis. Oleh karena itu,
ada kebutuhan mendesak untuk diversifikasi ekonomi melalui pengembangan
sektor lain, seperti pertanian dan pariwisata berbasis komunitas, agar ekonomi
daerah tidak bergantung pada minyak semata.

b) Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur. Meskipun ada kemajuan dalam
pembangunan infrastruktur di daerah perkotaan, masih terdapat kesenjangan
pembangunan di daerah pedesaan. Keterbatasan akses jalan, air bersih, dan listrik
di beberapa desa menghambat efektivitas program pengentasan kemiskinan.
Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang
merata dapat meningkatkan peluang ekonomi bagi masyarakat pedesaan dan
mengurangi ketimpangan pendapatan [17].
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Di Bojonegoro, keterbatasan ini menjadi tantangan bagi implementasi program-
program ekonomi berbasis potensi lokal. Desa-desa yang tidak terjangkau dengan
baik oleh infrastruktur sering kali sulit untuk mengakses pasar yang lebih luas,
sehingga membatasi pertumbuhan ekonomi lokal.

c) Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Program. Kapasitas pemerintah
daerah dalam mengelola program pengentasan kemiskinan juga merupakan
tantangan penting. Meskipun terdapat komitmen yang kuat dari pihak pemerintah
daerah, sering kali terdapat keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, terutama
dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Penelitian oleh Grindle
pada tahun 2007 menunjukkan bahwa kapasitas pemerintahan yang baik sangat
penting untuk memastikan keberhasilan program-program pengentasan kemiskinan
[16].

Di Bojonegoro, meskipun program pengentasan kemiskinan sudah berjalan selama

beberapa tahun, monitoring dan evaluasi program masih terbatas. Akibatnya, sulit

untuk mengukur secara tepat sejauh mana program-program tersebut telah

memberikan dampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan.

Pada akhirnya, keberhasilan jangka panjang dari program pengentasan kemiskinan
di Bojonegoro juga bergantung pada bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat
beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan lingkungan. Salah satu ancaman terbesar
adalah ketergantungan terhadap industri migas, yang memiliki sifat tidak berkelanjutan.
Jika tidak diantisipasi dengan baik, penurunan produksi minyak di masa depan dapat
mengancam keberlangsungan program pengentasan kemiskinan yang saat ini bergantung
pada Dana Abadi Migas. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi menjadi strategi penting
untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam yang tidak terbarukan.
Pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM harus terus didorong agar
masyarakat memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan. Ross 1999 menekankan
bahwa negara atau daerah yang kaya akan sumber daya alam perlu membangun sektor
ekonomi yang lebih beragam untuk menghindari apa yang dikenal sebagai "kutukan
sumber daya alam™ (resource curse) [18].

Rekomendasi untuk Peningkatan Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan
Berbasis Potensi Lokal
a) Diversifikasi Ekonomi. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, ketergantungan
pada sektor minyak harus dikurangi dengan cara mengembangkan sektor-sektor
lain yang berbasis potensi lokal. Diversifikasi ekonomi dapat dilakukan melalui
pengembangan sektor pertanian berkelanjutan, pariwisata, dan industri kreatif.
Penelitian oleh Sachs dan Warner pada tahun 2001 menunjukkan bahwa
diversifikasi ekonomi merupakan langkah penting untuk menghindari dampak
negatif dari ketergantungan pada sumber daya alam.
Di Bojonegoro, potensi pariwisata berbasis komunitas, seperti ekowisata dan desa
wisata, dapat dikembangkan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan
meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, sektor pertanian juga harus
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didorong melalui peningkatan akses teknologi pertanian modern dan pelatihan bagi
petani.

b) Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah. Kapasitas pemerintah daerah dalam
mengelola program pengentasan kemiskinan perlu ditingkatkan melalui pelatihan
dan pendampingan teknis. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu
mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih baik untuk
mengukur keberhasilan program secara berkala. Penelitian menunjukkan bahwa
kapasitas manajerial yang kuat dalam pemerintahan lokal dapat meningkatkan
efektivitas implementasi program pengentasan kemiskinan.

c) Pemberdayaan Masyarakat dan Akses Modal. Kewirausahaan berbasis potensi
lokal harus terus didorong dengan memberikan akses modal yang lebih luas bagi
masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu menjamin bahwa program pelatihan
kewirausahaan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan potensi pasar. Studi oleh
Banerjee pada tahun 2015 menunjukkan bahwa akses modal dan pelatihan yang
tepat dapat membantu pelaku usaha kecil keluar dari kemiskinan.

d) Penguatan Infrastruktur Pedesaan. Pembangunan infrastruktur di pedesaan harus
menjadi prioritas untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah terpencil juga
dapat mengakses pasar dan peluang ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa
pembangunan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan produktivitas
pertanian dan mengurangi kemiskinan di pedesaan.

Di Bojonegoro, pengembangan infrastruktur seperti jalan desa, listrik, dan akses air
bersih harus dipercepat untuk memastikan bahwa masyarakat di semua wilayah
dapat memanfaatkan potensi lokal secara optimal.

KESIMPULAN

Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Potensi Lokal di Kabupaten Bojonegoro
telah menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam peningkatan pendapatan masyarakat
dari sektor pertanian dan pariwisata. Namun, tantangan dalam hal koordinasi antar-
lembaga, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan ketidaksetaraan gender masih
menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan program ini. Dengan
memperkuat mekanisme partisipatif, meningkatkan kapasitas institusional, serta
mengurangi ketergantungan terhadap industri migas, Bojonegoro dapat menjadi contoh
daerah yang berhasil dalam memanfaatkan potensi lokal untuk mengentaskan kemiskinan
secara berkelanjutan.
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